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BUPATI BURU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR :24 TAHUN 2011

T E N T A N C

TIRAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
KANTOR LTNCKUNGAN HIDUP

KABUPATEN BURU

BUPATI BURU'

bahwa deqan ditetapkannya Pemtulai Daetah Kabupaten Buru Nomor

0: tahun Z00g Tentang Pembentukan Organisasi dar Tata Kerja Kaltor

Lingkungan Hidup Kabupaten Buru' maka untuk meniamin kelancaran

tugas, perlu menetapkar uraian tugas Kantor Lingkulgal Hidup;

buir*u p"n"tupun uruian tugas ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman

dalam pelaksBnaan tugas pada Kantor Lingkungan Hidr.rp;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dan b, pettu ditetapkan deIlga]1 Peratuan Bupatl

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19'74 tel|tang Pokok-Pokok

Kepcgawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43

Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembafan Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169' Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomot 3890) ;

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentarg Pembentukan Propinsr

Maluku Utarq, Kabupaten Buru dan Kabupatell Maluku Tenggara Barat

(Lembaran Negara R€publik lndonesia Nomor 174 Tahm 1999'

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3895)

sebagaimana telah diubah dengan Untlang Uodang Nomor 6 Tahun

2000 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara' Kabupaten Bwu dan

Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik

lnclonesia Tahun 2000 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara

Rcpublik lndonesia Nooror 3961);

:

;
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Menimbang : 4 .
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c .

Mengingat : 1.
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3. tlndang-L)ndang Nomor l0 Tahun 2004 Tentang Pembentukal

Pcraluran Perundang-Undangan (l'cnbaran Ncgarl Republik Indonesla
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan

Peratu€n Perundang-Undangal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nornor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2005 Tentang Penetapan Peratuan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 108'

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

Undang-UDdang Nomor 33 
'tahun 2004 Tentang Perimbangan

l(cudngan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Ncgala llepublik Indonesja Tahun 2004 Nomor 126, Tantbahan

l.,ernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

5 .

6. Undang-Undang Republik lndoncsia No 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungal llidup (Lembuan Negara

Republik lndonesia Tahun 2009 No 140) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 l'ahun 2002 tentang pcrubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 100 l'ahun 2000 lontang Pengangkatan

Pegawai Negeri Sipil dalan.ldbatan Struklurai (Lembaran Negara

Repr.rblik Indonesia Nomor 33 
'l'ahun 2002);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemeintalan Antan Pemerintah,

Pemedntahao Daeml Propil1si, Dan Pemerintahan Daemh

KabupatenKota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tnhun 2007

Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

413'7).

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahur 2007

tentang Organisasi Peranglat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4741);

10. Peratwan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2009 tentang

Pembe[tukan OrgarLisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup

Daerah (Lembaran Daemh Kabupaten Buru Tahun 2009 Nomor 03,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 );



Menetapkan

MEMUTUSXAN I

PERATURAN BUPATI BURU TENTANG URAIAN TUGAS

riir"iox--itnoxruRAr- KANToR LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN BURU.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalarn Peratwal ini yang dimaksud dengan :

a. Pemedlrtah Daerah adaiah Bupaii BuIu dan Perangkat Daerah yang lain sebagai unsur

Penyelenggara Pemerintahan Derah:

b. Daerah adatah Daerah Kabupaten Buru;

c. BuPati adalah BuPati Buru;

d. Sektetaris Daerah adalah Sekretaris Daelah Kabupaten Bwu;

e.KantorLingkwlganHidupDaerahadalahKantorLingkutganHidupKabupalenBuru:

1'. Kepala Kartor adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru'

s. labatan Stuktural adalah kedudukan vTq .T:nyjukka1 
tug:s,:. tancgung jawab'

" ;;;;"tt* dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan

orgalisasi negara;

h. Pejabat Struktural yang dirraksud adalah untuk jabatan struktural eselom ll' Ill dan

eseion lV dan V:

i. AMDAL adalab Analisa Mengenai Dampak Lingkungan:

j. ANDAI, adalall Analisa Darnpak Lingkungan;

k. tlKL adalah Upayrt Pcngclolaan ['ingkunganl

l. UPL adalah Up ya Pcnruntauan l-ingkungan;

m. DEPL adalah DokLrnren Fivaluasi t)engelolaan l-ingkungan;

n. DPPL adalah Dokumen Pengelolaan dan Pemant'tuan Lingkungan;

o. KLHS adalah K.ajian Lingkungan Hidup Starategis

BAB II

KEPALA KANTOR LINGKUNCAN IIIDUP

Pasal 2

(1) Kepala Kantor Lingkungan Hidup mempu'ryai tugas $embantu Bupati dalam

menyelenggarakan tugas kepemimpinan, pengawasal' pembinaan dan melaksanakan

koordinasi sefia kegiatan di bidang Pengendalian Lingkungan Hidup

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri ddri :

a'Memimpindanmengendalikankebijakandibidangpengendalianlingkunganhidup;

b. Pelayanan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup;

c .Merumrrskankeb i jaka l tekn isb ida lgpengenda l iandampak l ingkungansoI ta

pefi ambangan dan eoergl:



I

c. Merumuskan kebijakan teknis bidang pengendalian dampak lingkungal serta

penambangan dan energi:

d. Merumuskan kebijakan operasional pencegahal dan penanggulangan, pencemaftul

kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan serta pengelolaan

Penambangan dan energi:

' 

", 
Melaksanakan koordinasi penpsunan program pencegahan, pengendalian dan pemulihan

I u*litas lingkungan;

I' 
I Melakukan hubungan kerja dengan pihak terkait dalam upaya pencegahan, pengendalian

I dun pemulihan kualitas lingkungan;
It g. Memberikan telahaan terhadap ijin usaha pengelolaan lingkungan hidup' pertarnbangan

I d- en"tgi;

I n. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan;

I- 
i. \4en)elenggarakan Ketatatlsahaan Kan(or:

I
i. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, menilai prestasi kerja bawahan untuk

|  . .- 
kelancara.n pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pengembangan karier pegawai;

I
k. Melapo*an hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-wal'1u kepada

I
atasan:

I
L Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan;

I
I
I 

BAB III

I 
' Bagian Pertama

I 
SUB BAGIAN TATA USAHA

I 
Pasal 3

- (l) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas Membantu Kepala Kantor
I

mengkoordinasikan rencana dan melaksanakan wusan kebtausahaan meliputi kepegawaian
I' uru.un surat menyurat, pengelolaan urusan kepegawaian, rumah targga, mengolah keuangan,

I o"ngumpulan data dan pclaPoran.

| (:2) Uraian tugas sebagaiDana dinrulsud pada ayat (1) terdiri dari :

I u. Pengeloaan administrasi mcliputi pcndatlum, pcrcncanaan, pcngadaan pemelihaBan dan

I pelaporan:

I U. Menyelenggarakan urusan rumah tangga kantor;

| 
". 

Pengelolaar Administrasi Keuangan;

It d. Menyrusun progrcm kerja sub bagian tata usaha:

I
e. Mengkoordinir dan melaksankan ketatausahaan kantor secara berkala ;

t
i l 4
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Menyelenggarakan urusan kepegawaran ;

Pengelolaan barang dan perlengkapa.n kantor;

Pembinaan dan pengembangan pegawai;

Menyelenggarakan kcgiatan ketatausahaan;

MendistdbrLsikan 1ugas, nlenlben petunjuk, menilai prestasi kerja bawahan untuk

keJancaran pelaksrnairr tugns scria pembinaan dan pengembangan karier pegawai;

k. Melaporkan hasil pelaksalaan tugas secara bcrkata maupun sewaktu-waktu kepada

alasan;

l. Melaksanakan lugas lain yang diberikan oleh alasan

Bagian Kedua

SEKSI ANALISA DAMPAK LINCKUNGAN

Pasai 4

(1) Kepaia Seksi Analisa Dampak Lingkungan mempunyai tugas membantu melaksanakan

sebagian urusan kantor lingkungan hidup di bidang peigendalian dampak lingkungan'

pen)'usunan dan pelaksanaan rencana program kegiatan dalam rangka pengembangan dan

pemanfaatan teknoiogi, analisa, penelitian AMDAL, evaluasi dan pelaporan

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. M€nlusun rencana kerja seksi analisa mengenai dampak lingkungan;

b. Merumuskan kebijakan teknis pengembaqan AMDAL, UKL-UPL, mSPPL dar DPPL'

kajian dampak lingkungan strategis' kemitraan' dalam pengendalian dampak lingkungao'

seda kebijakan teknis di bidang penataan hukum lirgkungan dan pemngkat manajemen

lingkungan;

c. Pelaksalaan koordinasi penilaian AMDAL, UKL-UPL, SPPL Dan DPPL dengan pihak

terkait:

d. Penyusunan standar kualitas dan sosialisasi teknis standar lingkungan;

e. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha dan'/atau kegiatan yang wajib

AMDAL, UKL-UPL, SPPL dan DPPL;

f. Perencanaan dan pelaksanaan layanan infomasi pengelolaan dan pengendalian dampak

lingkungan:

g. Perencanaan dan pelaksanaan koordinasi pengembangan kemitraan dengan berbagai

kalangan masyarakat dari duda usaha, pendidikan' media massa, lembaga swadaya

masyarakatdan lembaga keagamaan sefia p€laku pembangunan lainnya dalam rangka

pengendalian dampak lingkungan;
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h. Perencanaan dan koordinasi iayanan hubungan masyafakat dalam pengelolaan dan dan

pengendalian dampak lingkungan hidup neialui berbagai media dan saliuran komunikasi;

Pengkoordinasian pelaksanaan, pemeriksaan dan evaluasi teknis di bidang penataan dan

penegakal hukum serta p€nyelesaian sengketa lingkungan ;

Pengkoordinasian pengembangan, penerapan, pema tauan serta evaluasi terhadap

pe€ngkat pengelolaan lingkungan yang sifatnya sukiarela, teknologi, ramah lingkungan

dan analisa mengenai dampak lingkungan;

Pengkoordinasian pelaksanaan penilaian adipwa, evaluasi dan pelaporan;

Mendistribusikan tugas, membe petunjuk, menilai prestasi kerja bawahan untuk

kelancaran pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pengr:mbangan karier pegawai;

J .

l .

k.

1 .

m- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaltu-walrtu kepada

atasan;

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Ilagian Ketiga

SEKSI PEMANTAUAN DAN PEMUI-THAN

Pasal 5

(1) Kepala Seksi Pemantauan dan Pemulihan mernpunyai tugas membantu melaksanakan

sebagian urusan kantor lingkungan hidup di bidang pemantauai dan pcn1ulihan, peningkatan

kualitas lingkungan, penyusunan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi

sumber daya alam.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri dari :

Penyusunan dan pelaksana?m lencana program dan kegiatan pemantauan lingkulgan;

Menginventadsir dan basic, kecendrungan dan akibat ganda terhadap kondisi lingkungan;

Mendokumentasikan beban lingkungan, sumber daya dan dampak lingkungan;

Melakukan monitoring dan evaluasi te.hadap kondisi umum lingkungan;

Pengkoordinasian pelaksanaan, monitodng dan evaluasi teknis program pemulihan

^ud i ro r  u r , ts ru r5dr ,

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi sumber daya alam hayati,

penghijauan dan kegiatan lain dalam rangka pemulihan kualitas lingkungan;

Pengkoordinasian operasional pemantauan dan pengkajian tentang kualitas lingkungan;

Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lenbaga dan instasilain di bidang

pemulihan dan peningkatan kualitas lingkungan;

Melaksanakan pengawasan, pengendalian evaluasi dan peiaporan;

6

a.

b .

c.

d.

c.
h.
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j. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, menilai prestasi kerja bawahan untuk

kelancaran pelaksanaan tugas serla pembinaan dan pengenrboigan kar'iet peguwai;

k. Meiaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala naupun sewaktu-waktu kepada

atasan;

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan'

Bagian Keempat

SEKSI PERTAMBAN GAN DAN ENERGI

Pasal 6

(i) Kepala Seksi Pertambangan dan Energi mempunyai tugas membantu melaksanakan

sebagaian urusan kantor lingkungan hidup di bidang pertambangan dan energi, pen)'usunan

dan pelaksanaan rencana program sumber daya mineral.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pertambangandan energi ;

b. Melakr.rkan koordinasi pemahtauan, pendataa[ terhadap kawasar/area adanya sumber

daya mineral

c. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian perizinan bagi kegiatar

pertambangan dan energi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan sumber daya alam

d. Memberikan rckomendasi atau perizinan bagi usaha dan /atau kegiatanpertambangaildan

energi yang diperkirakan menimbulkan dampak lingkungan;

e. Melaksanakan pcngawasan dan pengcndalian perizinan terhadap pelaksanaan

pertambangan dan energi ;

i Pemberian izil dan pengawasaa terhadap usaha dar/atau kegialan pertambangan umum

serta pengelolaan air pemukaan dan air bawah tanah;

g. Pengkoordinasian pelaksanaan, monitoring dan pemantauan terhadap usaha dan/atau

kegiatan pertarnbangan umum serta pengeloaan air;

h. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporal;

i. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, menilai prestasi kerja bawahan untuk

kelancaran pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pengembangan karier pegawai:

j. Melaporkal hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun scwaktu-waktu kcpada

atasan;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
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BAB IV

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 7

Bagan Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru adalah sebagaimana

terdapat dalam lampiran I Peraturan irli dan merupakan bagian tak terpisahkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peratuan Bupati id maka Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2008 tentang

Uraian Tugas Jabatan Struktuml Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru dinyatakan tidak

berlaku lagi.

Pasal 9

Peratuan ini mulai berlaku sejak tanggal dit€tapkan.

Agar supaya setiap oraEg mengetahuiny4 memerintal <an pengundangan peratuan ini dengan

penempatannya dalan bedta daenh Kabupaten Buru.

IIENTIHU

Diundangkan di Namlea

24 Juni 2011

(

K,\BUPATEN BURU, IF'2*

Ditetapkan di Namlea

24 Juni 201 I

BEzuTA DAERAH KABUPATEN BURU TAHLJN 2009 NOMOR : 101
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